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KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta 

praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, diwajibkan 

kepada para penyelenggara negara dan pegawai aparatur 

sipil negara di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia untuk melaporkan harta kekayaan 

yang dimilikinya; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang 

Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di 

Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); 

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat tertentu di 

lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

yang diwajibkan melapor harta kekayaannya kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda 

bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud, 

termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai 

dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara 

beserta suami/isteri dan anak yang masih dalam 

tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama 

Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh 

sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya. 

5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 

bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada 

dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi 

mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, 

pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara. 
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6. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat 

LHKASN adalah daftar Harta Kekayaan Pegawai ASN 

yang dituangkan dalam formulir LHKASN secara daring. 

7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana 

kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia secara terpadu. 

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah ASN yang diberi tugas untuk 

melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan lainnya. 

 

Pasal 2 

Laporan Harta Kekayaan di lingkungan BP2MI bertujuan 

untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN 

yang bebas dari penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme melalui penyampaian laporan Harta 

Kekayaan. 

 

Pasal 3 

Laporan Harta Kekayaan di lingkungan BP2MI terdiri atas: 

a.   LHKPN; dan 

b.   LHKASN. 
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BAB II 

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Penyelenggara Negara di lingkungan BP2MI yang diwajibkan 

menyampaikan LHKPN terdiri atas: 

a. pejabat pimpinan tinggi; 

b. kepala unit pelaksana teknis; dan 

c. pengelola anggaran, terdiri atas: 

1. kuasa pengguna anggaran; 

2. pejabat pembuat komitmen; dan 

3. bendahara; 

d. pejabat fungsional auditor; 

e. pejabat unit layanan pengadaan; 

f. pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa; dan 

g. pejabat/panitia penerima barang dan jasa. 

 

Pasal 5 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada 

saat: 

a. pengangkatan pertama dalam jabatannya sebagai 

Penyelenggara Negara; 

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara;  

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; 

dan/atau 

d. saat masih menjabat. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, huruf b, atau huruf c dilakukan paling 

lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan 

pertama, berakhirnya jabatan, atau pengangkatan 


